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Menimbang :4.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 9
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2OLg tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah

diperlukan pengelolaan data berbasis elektronik yang

mlmenuhi prinsip Satu Data Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar

pelaksanaarlnya dapat berjalan lancar, tertib dan
ierkoordinasi perlu dibentuk Tim Pembinaan Dan

Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan

Pernbangunan SKPD Kabupaten Barito selatan dan

menetafkarlnya dengan Keputusan Bupati Barito
Selatan;

Undang-Und.ang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
penetafan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah;

peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi 

-Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan" Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun zOLg tentang
Satu Data Indonesia;
peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2Afi tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

2.

3.

4.

5.

6.

pembangunall Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
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Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangun€ul
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun
2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2AL4-2434;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13
Tahun zAfi tenta.ng Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2A17 -2A22;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2A2A tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2422;

14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4A Tahun
2OL6 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2AA3 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Gouernment.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

7.

B.

9.



KEDUA

KETiGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai Lrerikut :

a. Merencanakan, mengumpulkan, mengisi dan updating

data dan informasi stpn Kabupaten Barito selatan baik

secara online maupun offiirue;

b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengumpulan dan

keterisian data slPD untuk dokumen perencanaan
pembangunan dan pengendalian Kabupaten Barito
Seiatan;

c. Menghirnpun dan mengolah data SIPD untuk keperluan

dokumen perencanaan pembangunan iainnya yang

dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Barito selatan; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kelancaran
pelaksanaan tugas pembinaal dan pemanfaatan data dan

informasi perencanaall pembangunan SKPD'

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagairnana dimaksud
pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan

tertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan'

segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannJra

Kelutusan ini 
-dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

ereggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 '

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal d_itetapkan dan

beiakhir sampai dengan tanggai 3L Desember 2O22'

Ditetapkan di Buntok
pada 2022

SELATAI{n

)

SA*{SURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :188.45 lx3 12A22
TANGGAL : 2S Siaa:r*a;rt 2422
TENTANG : PEMBEN?UT(AN TIM PEMBII{AAN DAIY

PEMAI{FAATAIY DATA DAN IITtr'ORMASI
PERTI{CANAAIT PEMBAI{GUNAN SKPD
KABUPATEII BARITO SELATAIT

SUSUNAil TIM PEMBINAAN DAI{ PEMANFAATAI{ DATA DAIT
INFORIIIASI PEREIYCANAAN PEMBANGUIIAII SKPD

I(ABUPATEN BARITO SELATAIT

I Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

T Penanggung Jawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Barito Selatan

m. KetualKoordinator Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Barito Selatan

IV. Wakil Koordinator Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,

Perencanaan Frogram dan Pengendalian Bappeda

Kabupaten Barito Selatan

V. Sekretaris ADI NUGRAHA

Perencana pada

Selatan

PRATAMA, S.AP., M.A.P/

Bappeda Kabupaten Barito

u. Anggota Kasubid Penelitian dan Pengembangan

Bappeda Kabupaten Barito Selatan

1.

PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M/

Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito

Selatan

2.

YANA TARIENI, A.Md / Pelaksana Pada

Bappeda Kabupaten Barito Selatan

3.

SAHRIL RAHMAN / Pelaksana Pada Bappeda

Kabupaten Barito Selatan

4.

uI. Anggota lintas

perangkat daerah

1. Unsur Perencanaan pada Dinas Pendidikan

2. Unsur Perencanaan pada Dinas Kesehatan

Unsur Perencanaan pada Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang

3.

Unsur Perencanaan pada Dinas Perurnahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.



Ut srrt Perencanaan pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan MasYarakat Dan Desa

Unsur Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Unsur Perencanaan
Pengendalian Penduduk
Berencana Pemberdayaan
Perlindungan Anak

pada Dinas
Dan Keluarga

Perempuan Dan

Unsur Perencanaan pada Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian, Dan Perikanan

Unsur Perencanaan pada Dinas Lingkungan
Hidup
Unsur Perencanaan Pada
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Unsur Perencanaan
Perhubungan

Unsur Perencanaan pada Dinas Komunikasi

Unsur Perencanaan pada Dinas Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Unsur Perencanaan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unsur Perencanaan
Olahraga, Pariwisata

pada Dinas Pemuda,
dan Kebudayaan

Unsur Perencanaan
Perpustakaan dan KearsiPan

li. Unsur Perencanaan pada Sekretariat Daerah

18. Unsur Perencanaan pada Sekretariat DPRD

Unsur Perencanaan Pada
Perencanaan Pembangunan Daerah

Unsur Perencanaan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Unsur Perencanaan Pada Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

ii. Unsur Perencanaan pada Inspektorat Daerah

23. Unsur Perencanaan Pada
Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi
Kebakaran

Unsur Perencanaan Pada
Pamong Praja dan Pemadam

Unsur Perencanaan pada Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun
Selatan



27. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun
Utara

28. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun
Hiiir

29. Unsur Perencanaan
Jenamas

pada Kecamatan

30. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Karau
Kuala

31. Unsur Perencanaan
Gunung Bintang Awai

pada Kecamatan


